
 

 

 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
 

NOMOR  34 TAHUN 2021     
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR  
55 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2021 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 
 

Menimbang :    a.  bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan 
pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun Anggaran 2021, telah ditetapkan Peraturan Gubernur 
Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021; 

b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, khususnya 

adanya perubahan pergeseran belanja yang peruntukannya 
bagi masyarakat miskin serta masuk dalam Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam rangka penanganan 

kemiskinan, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 
55 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah 
tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan 

berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah 
Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun Anggaran 2021; 

 

Mengingat :     1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-

Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 



 

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka 
menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6516); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau 

dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

 



 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 
tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 27); 

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 

55); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 55 TAHUN 
2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA 

TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021.  
 

Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 82 ayat (6)  Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 
Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 55), diubah sehingga keseluruhan Pasal 82 
berbunyi sebagai berikut: 

 
 

Pasal 82 
 

 

(1) Pergeseran anggaran sedapat mungkin dihindari untuk mewujudkan 
konsistensi perencanaan anggaran dan pelaksanaannya. 
 

(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar 
kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, antar rincian obyek 

belanja, dan/atau sub rincian obyek belanja. 
 

(3) Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar 

program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD. 

 

(4) Pergeseran anggaran antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja 
dan/atau sub rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan melalui persetujuan Sekretaris Daerah. 
 

(5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya untuk 
periode sampai dengan perubahan APBD, kemudian ditampung dalam 
perubahan APBD atau dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan 

APBD. 
 

(6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan 
untuk belanja gaji dan tunjangan dan belanja yang dibiayai dari dana  

transfer dan/atau sumbangan/hibah dari pihak ketiga, serta belanja yang 
peruntukannya bagi masyarakat miskin serta masuk dalam Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam rangka penanganan kemiskinan, 

dapat dilakukan pergeseran setelah perubahan APBD. 
 



 

 
(7) Pergeseran antar sub-sub rincian obyek belanja dari sub rincian obyek 

belanja berkenaan dapat dilakukan oleh PA dan disampaikan kepada 
PPKD. 

 

 
Pasal II 

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa 

Tengah.  

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 13 Desember 2021 

   
GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 
ttd 

 
GANJAR PRANOWO 

 
Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 13 Desember 2021  

 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

JAWA TENGAH, 
 

         ttd 
 

SUMARNO 
 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2O21 NOMOR 34.  

 
 

 

 

 

 

 


